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BUPATI PATI

PERATURAN BUPATI PTTI

NOMOR 16 TAHUN 2OO7

TENTANG

PENYESUAIAN PRoGRAM DAN KEGIATAN MENDA,HULUI PERUBAHAN

ar.iccnnAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH- 
TAEUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2OO7

BUPATI PATI,

M e n i m b a n s : a 
lXlul,,: "j3',#"i1,,? T'Ei", ff ; :. li"*.?, tii i3lil'it8' i i : I
peraturan eupati-ientang- ieniabaran APBD Kabupaten Pati Tahun

nngg"ttn 2OO7 pada tanggal 3 Januari 2007 '

b. bahwa beberapa$rogr"* dan kegiatan_pada Anggaran P-e-ndapatan

dan Belanja Daerah- Kabupaten 
-Pati Tahun Anggaran 20y pe.rly

dilakukan perruarran karena harus disesuaikan dengan Petunjuk

p"i"Lt"n"an / Petunjuk Teknis dari Pemerintah ;

c.bahwaadanyapenambahanprogramdankegiatandariPemerintah
provinsi Jawa Tengah yang nirus segera- dilaksanakan setelah

ditetapkannya eeratr"*n Ougi"h Nomor 1 Tahun 2007 tentang APBD

dan peratrrrn n-up"ti No*ot 1 Tahun 2007 tentang Penjabaran APBD

kaUupaten Pati Tahun Anggaran2007

d.bahwaagartidakterjadiketerlambatanpelaksanaanpj:9|1T'ji"
["giut"n 

"pertu menetapfan Peraturan Bupati tentang Penyesuatan

Program Oan Keg;iun rt'r"noahului P:t.i!:!a,T,to Kabupaten Pati

Tahun nnggaran"ZOOI sebagai landasan operasionalnya ;

Mengingat : 1, Undang-Uldang Nomor 1.3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Xanuplien Dalam Lingkungan Pioprnsi Jawa Tengah

( Lembaran N"gti; Republik-lnOo-nesiiTahun 1950 Nomor 24' Berita

i.leg"t" tanggat 8 Agustus 1950) ;

2.Undang.UndangNomorlTTahun2003tentangKeuanganNegara
( Lembaran r,l'"g"i, Republk lndonesia Tahun 2003 Nomor 47 

'

Tambahan r_"rnii"n Negara Republik lndonesia Nomor 4286)',

3.Undang-UndangNomorl_Tahun20a4tentangeernel!3haraan
Negara ( Lembiran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5,

Tambahan L"rnuirn Nlgara Republik lndonesia Nomor 4355 ) ;

4'Undang.UndangNomorl0Tahun2004tentangPembentukan
PeraturanPerundang.undangan(LembaranNegaraRepublik
lndonesia Tahun zoo+ Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara

RePublik lndonesia Nomor 4389 ) ;

Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan"iunggungjawab 
Keuangan Negara (Lembaran5. Undang-Undang

Pengelolaan dan



Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor a 00 ) ;

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik lndonesia

Tahun iOO+ Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2A04 tentang Pemerintahan

Daerah- ( Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor

125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437 )
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun

2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2A04 tentang Pemerintahan Daerah menjadi

Undan!-Undang ( Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005

Nomor-108, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor

45a8 );

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 20A4 tentang Perimbangan

Keuangan antira Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

( Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4438);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan

Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

( Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2001 Nomor 41,

iambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4090 );

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan ( Lembaran Negara Republik lndonesia

Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 4503 );

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan ( Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor

4575 ) ;

l2.peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi

Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik lndonesia tahun 2005

Nomoi138, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor

4576 ) ;

l3.Peraturan Pemerintah Nomclr 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor a578);

14.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal

( Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 150,

iambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4585 ) ;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah ( Lembaran Negara
\A hl^mnr OA t-Fomlrahan I ornharan



Memperhatikan

Menetapkan

l6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

lT.Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2002 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah
Kabupaten Pati Tahun 2002 Nomor 41 Seri E ) ;

lS.Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2407 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun
Anggar:an 2007 ( Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 20A7
Nomor 1 ) ;

lg.Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran
20A7 ( Berita Daerah Kabupaten PatiTahun 2007 Nomor 1 ) ;

: Keputusan DPRD Kabupaten Pati Nomor 10/Kep12007 tanggal 5

Mei 2007 tentang Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan Mendahului
Perubahan APBD Kabupaten Pati Tahun 2007

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN PROGRAM DAN
KEGIATAN MENDAHULUI PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN
2007.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun
Anggaran 2007 setelah penyesuaian program dan kegiatan
mendahului perubahan terdiri dari :

1. Pendapatan
a. Semula Rp. 7 46.391.950.000,00
b. Bertambah Rp. 8.752.209.910,00
Jumlah pendapatan setelah penyesuaian Rp. 755.144.159.910,00

2. Belanja
a. Semula Rp. 806.953.565.000,00
b. Bertambah Rp. 8.752.209.910,00
Jumlah belanja setelah penyesuaian

Defisit setelah penyesuaian

Rp. 815.705.774.910,00

(Rp. 60.561.615.000,00)

3. Pembiayaan
a. Penerirnaan

1) Semula Rp. 60.561.615.000,00
2) Bertambah Rp. 4.544.000.000,00
Penerimaansetelahpenyesuaian Rp. 65.105.615.000,00

b. Pengeluaran
1)Semula Rp. 0,00
2) Bertambah Rp. 4.544.000.000,00
Pengeluaran setelah penyesuaian Rp. 4.544.000.000,00

Rp. 60.561 .615.000.00Jumlah pembiayaan neto



Pasal 2

Penyesuaian program kegiatan dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) yaitu :

a. Dinas Pendidikan Kabupaten Pati ;

b. Dinas Kesehatan KabuPaten Pati ;

c. Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah Kabupaten Pati ;

d. Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Pati ;

e. Sekretariat Daerah Kabupaten Pati ;

f . Sekretariat DPRD Kabupaten Pati ;

g. Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Pati ;

h. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati ;

i. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pati ;

Penjabaran perubahan
dimaksud dalam Pasal 1

Bupati ini.

Diundangkan di Pati

pada tanggal 14 l{ei 2)11

SEKRETARIS DAE H KABUPATEN PATI,

DEr)ITN NAEDN U TAElI IDATtrt\I DATI TAI{I It\I ?NN7

Pasal 3

program dan kegiatan APBD sebagaimana
dirinci lebih lanjut dalam Lampiran Peraturan

Pasal 4

Pelaksanaan perubahan program dan kegiatan yang ditetapkan
dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen
Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) satuan kerja perangkat
daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Pati.

Ditetapkan di . Pati

Pada tanggal t4 Hor 2oo?

TASIMA
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